BAB IV
ANALISISKEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-28 TENTANG
PERHITUNGAN IDAH BAGI WANITA YANG DITALAK SUAMINYA DI

PENGADILAN AGAMA

A. Analisis Perhitungan ldah Menurut Peraturan Perundangan dan
Keputusan Muktamar NU

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan snotilk bisa
disatukan dengan hukum Islam agar dapat berjalararaeberiringan.
Legislasi terhadap hukum Islam menjadi sebuah &etet atau aturan yang
legal tentunya telah melalui proses-proses sedamikipa, sehingga tidak
mustahil aturan itu agak berubah dari hukum asalAgh ini dilakukan agar
dapat dipatuhi oleh semua warga pada era sekarang.

Hukum Islam merupakan produk era dahulu yang tenkgddalam
beberapa hal tidak dapat memberikan solusi padasekarang. Sehingga
perlu adanya pemikiran ulang atau pendalaman taghadkum Islam agar
dapat menjamah dan mampu memberikan kontribusi pagamasa Kini.
ltulah salah satu alasan yang memungkinkan mengeajduran perundang-
undangan khususnya yang menyangkut kepentingam Is&bagai produk
masa kini dan hukum Islam sebagai produk dahulin sotuk bisa berjalan
secara beriringan.

Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Istemiliki peran

penting dalam pengabdiannya terhadap Islam khuausiy Indonesia.
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Merespon dan mengkaji masalah-masalah kontempogerg ysedang
berkembang merupakan salah satu peran penting Nput{san sebuah
organisasi, apalagi organisasi besar tentu akanbewkan dampak besar
pula bagi para anggotanya. Meskipun hal itu bukerupakan suatu undang-
undang ataupuganunyang dapat mengikat dan wajib ditaati serta memilik
akibat hukum.

Keputusan NU sering diidentikkan denggaul-gaul para Imam yang
terkenal pada masanya, sehingga hukum yang dihasidU juga tidak
jarang diidentikkan dengan hukum Islam masa damiski hal itu tidak
seluruhnya. NU lebih Dbersikap hati-hati untuk maepkén suatu
permasalahan dengan tetap berpegang pada refgaegssudah ada.

Keputusan NU mengenai idah istri sebagai akibagigesran talak
suami di depan sidang pengadilan menjadi pembahpsating tatkala
dihadapkan dengan peraturan perundangan yang masisigg tidak sejalur
dan saling bertolak belakang. Tidak bermaksud untalemahkan satu sama
lain ataupun membenarkan satu dengan yang lainngamun penulis
mencoba menganalisa satu per satu melalui perfpektiasiahatan umat
dalam era masa kini.

Pertama perlu kita pahami mengenai keputusan Muktad yang
menyatakan bahwa: Jika suami telah menjatuhkak tlduar Pengadilan
Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakinamg itu merupakan
talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalaktuwiaah raj’iyyah.

Sedangkan perhitungan idahnya dimulai dari jatuhialgk yang pertama dan
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selesai setelah berakhirnya idah yang terakhir ydihijung sejak jatuhnya
talak yang terakhir tersebut. Jika talak yang dpase Hakim Agama
dijatuhkan setelah habis masa idah atau dalam malsdain, maka talaknya
tidak diperhitungkar.

Keputusan tersebut dapat kita misalkan, jika seprsuami sudah
pernah menjatuhkan talak sebelum sidang, misalnya ltllan sebelum
pelaksanaan ikrar talak dan idahnya belum habisukiéan ketika sidang di
Pengadilan Agama suami mengikrarkan talaknya masartunggu bagi istri
yang ditalaknya adalah dua bulan ditambah denggn lulan (untuk istri
yang tidak haid), artinya istri tersebut beridakas® lima bulan dihitung
mulai pengucapan talak suaminya yang pertama kali.

Perhitungan seperti ini juga berimbas pada jumighkryang dapat
dilakukan oleh suami, yang tadinya suami memiligsémpatan rujuk dua
kali sekarang menjadi satu kali karena antara tadék dan talak dua tidak
ada rujuk. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ag29 dijelaskan meski
secara implisit, setiap talak itu harus diselingnglan rujuk.

BB BONERI B D)@+ CADORHEHA D Wa I
EXIONO L O v OO e ONMNOr >0, E

2w IOROFORH R
Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengaa gang baik

! Sahal Mahfudh,Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusanktsimar,
Munas, dan Konbes NWburabaya: Khalista, cet. 1ll, 2007, hal. 418

2 Departemen Agama RAl-Quran dan Terjemahanny&andung: Diponegoro, tth, hal.
36.
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Firman Allah itu menyatakan bahwa talak yang bisajuk (raj’i ) itu
ada dua, sehinggga jatuhnya talak itu pun satsater, tidak sekaligus. Pada
setiap satu talak dapat dilakukiamsak(menahan) dengan ma'ruf attasrih
(melepaskan) dengan ihsan. Setelah jatuh talakampart laki-laki dapat
memilih antara merujuknya setelah menceraikanrga, inenahannya dan
mempergaulinya dengan ihsan atau membiarkan iatterypa dirujuk hingga
berakhir masa idahnya.

Keabsahan talak baik sebelum maupun ketika sidamggulilan
menurut Muktamar NU bertolak belakang dengan hagldag pernah
dikeluarkan oleh Nabi SAW. Pada suatu hari padaanRasulullah, ada
sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Rukanah meneeraskrinya yang

bernama Umi Rukanah dengan talak tiga.
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Artinya : Dari lbnu Abbas, ia berkata : Abdu Yazid (ayahny#k&hah dan
saudarinya) telah mentalak Umi Rukanah. Lalu ia ikesm
Muzainah, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada AWdaid :
“talaklah Muzainah, Rasul bersabda : rujuklah kepadstrimu
(ibunya Rukanah dan saudarinya)”. la menjawab :UBgguhnya
saya telah mentalak dia (talak) tiga ya RasulallRasul bersabda
. “aku sudah tahu, rujuklah kepadanya(Hadits riwayat Abu
Daud).

% Ja’far SubhaniAl-I'tisham bi al-Kitab wa as-Sunnah: Dirasah Mulsashah fi Masa'il
Fighiyah MuhimmahPenerj. lwan Kurniawan, “Yang Hangat dan kontrii@rslalam Figih} ,
Jakarta: Lentera Basritama, cet. |, 1999, hal. 164.

* Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Hadynul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dauiljz
VI, Beirut: Darul Fikr, cet. lll, 1979, 266-267.
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Meski demikian, Keputusan Muktamar tersebut sedeagan hadits
yang pernah dikeluarkan oleh Umar bin Khattab.
p iy S0l e o A 3y e Ao OV 08T 1 JB a8
o 3kmaiin 0 B &y s olasdt 55 jad QU By SE BB ¢ b B0
S ki 8133, gl 8Ll (gl SLal b (BT 42 og SIS 1B i
Artinya : “Dari Ibnu Abbas, ia berkata : talak pada zaman Ralah, Abu
Bakar, dan dua tahun kepemimpinan Umar, talak tiga
(dipandang) satu. Sesudah itu Umar berkata : seguhgya
manusia telah terburu-buru dalam urusan yang patoéreka
bersabar. Alangkah baiknya kalau kita tetapkan bragreka, lalu ia
menetapkan talak tiga bagi merekdtladits riwayat Muslim).
Mengenai Hadits Ibnu Abbas tentang ungkapan UmarKbiattab
yang mengesahkan talak tiga, Syaikh Hasan Ayyub andang bahwa
ucapan “kamu tertalak tiga” tidak berarti ia mergpl@annya satu kali saja.
Tetapi hal ini juga berlaku bagi suami yang mengkeanya secara
berulang-ulang dengan ungkapan “kamu tertalak”.k B&i berlangsung
dalam satu majelis maupun di beberapa majelis selam yang ditalak itu
masih dalam keadaaan menjalani masa idddal ini berlaku juga untuk
hadits Nabi mengenai istilah talak tiga.
Jika merujuk pada hadits Nabi di atas, tentu peagik talak suami
di hadapan hakim bukanlah suatu talak yang sahimkala talak sebelum

sidanglah yang dinilai sebagai talak yang sah kaMgibi menghendaki jatuh

talak satu meski suami mengucapkan dua atau tigk t&an idah sang istri

5 Imam Muslim,Shohih MuslimBeirut; Darul Kutub Al-llmiyah, 1994, hal. 196.
® Syaikh Hasan AyyubFigh al-Usroti al- MuslimahPenerj. Abdul Ghofar, Terj. “Fikih
Keluarga’; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. V, 2008, hal. 269
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cukup tiga bulan dihitung mulai talak suami yangcdipkan sebelum sidang
tersebut.

Mengapa yang diambil atau yang disahkan adalalk tptrtama
bukan yang kedua atau ketiga? Karena sejumlah ulaenpendapat bahwa
suatu talak itu tidak mengikuti talak sebelumnggapi berkedudukan sebagai
satu talak tersendifiArtinya, jika seseorang mengucapkan talak kemudian
mengucapkan talak untuk yang kedua kalinya makay yaetua ini tidak
menimbulkan konsekuensi apapun sehingga tetagdgebagai talak satu.

Perubahan hukum yang dilakukan Umar bin Khattab gyan
menetapkan sahnya talak tiga baik dilakukan dalatm snajelis ataupun
beberapa majelis merupakan suatu bentuk ijtihad rliméuk memberikan
kemaslahatan bagi warga pada masanya dulu. Init daa lihat dalam
perkataannya Sesungguhnya manusia telah terburu-buru dalam urysag
patut mereka bersabar. Alangkah baiknya kalau kitmpkan bagi mereka
(talak tiga). Lalu apakah hal ini juga dinilai maslahat jika ketean ini
diterapkan pada masyarakat sekarang ini? Untulpédu dikupas peraturan
perundang-undangan yang juga membahas masalamidah

Dalam bab Il telah dijelaskan bahwa perhitungamhidakibat
perceraian dihitung sejak jatuhnya putusan pengiaddebagaimana dalam
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 39(8yataupun di dalam
KHI Pasal 152 ayat (4) yang menyebutkan bahwa, i‘BPagkawinan yang

putus karena perceraian, tenggang waktu tungguuddnisejak jatuhnya

" Ibid., hal. 264.
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putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan huktap, teedangkan bagi
perkawinan yang putus karena kematian, tengganguwaixggu dihitung
sejak kematian suami”.

Keharusan untuk mengucapkan talak di pengadilanpaé&an bentuk
kecenderungan pemerintah tentang adanya persallsiam talak. Saksi
menjadi salah satu syarat sahnya talak yang tidshlditinggalkan. Hal ini
merupakan pendapat dari sahabat Nabi yakni AliAbn Thalib dan Imran
bin Husein, serta pendapat para tabi'in yakni Imdohammad Al-Bagqir,
Ja’far Ash-Shadiq, Ibnu Juraij, dan Ibnu Sftin.

Perhitungan idah yang dimulai sejak putusnya pefegadersebut
merupakan salah satu alternatif yang dianggajruf dan lebih bermaslahat
dari pada dihitung mulai penjatuhan talak suamekeh sidang pengadilan
atau talak yang pertama. Perhitungan sejak jatupogizsan pengadilan lebih
dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikéeharannya. Jika talak
baik di luar pengadilan maupun di dalam pengaddanggap sah tentu
memberikan beban yang lebih berat baik bagi piluaké maupun istri. Idah
istri lebih panjang dan kesempatan rujuk bagi suzamia satu.

Dalam pembuatan peraturan perundangan yang mengetogenai
idah ini para ulama juga ikut ambil andil dalam epkan pasal-pasal.
Sehingga tidak dipungkiri bahwa peraturan ini jugarupakan salah satu

produk fikin sebagaimana ketetapan-ketetapan yakeludrkan oleh NU

8 Abdul Rahman Ghozalkigh Munakahat,akarta: Prenada Media Group, cet. |, 2003,
hal. 210.
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namun lebih memiliki daya ikat, kepastian hukurm tiegalitas bagi semua
warga Islam di Indonesia.

Perhitungan idah yang ditetapkan dalam peraturarundang-
undangan inilah yang kiranya lebih memberikan nieldagi masyarakat
sekarang ini. Mengenai perubahan hukum yang tergatiagaimana Umar
bin Khattab yang memaksa dirinya untuk merubah hu#lari asalnya adalah
karena tuntutan umatnya yang pada saat itu yanggsarenyalahgunakan
dan asal-asalan dalam melafalkan kata talak tagpakir lebih jauh, maka
disahkanlah talak tiga sekaligus bagi orang yanggakannya.

Peraturan perundang-undangan sendiri dibentuk &aremtutan
zaman yang mengharuskan ditetapkannya aturan idiaty perbeda dengan
ketetapan yang telah ada. Di dalam kaidah fikih pdak diingkari adanya
perubahan hukum tersebut.

U i 2SS a5 KLY

Artinya : Tidak diingkari perubahan hukum karena adanya
perubahan zaman.

Dari sini diketahui bahwa Keputusan Muktamar NU memiliki
beberapa kelemahan, yaitu :

1. Adanya kesulitan untuk diimplementasikan, karer@hlenemberatkan
baik bagi suami maupun istri.

2. Tidak adanya relevansi dengan hukum positif.

123.

° Ali Ahmad Nadwi,Al-Qawaid al-fighiyyah Damaskus: Darul Qalam, cet. I, 1991, hal.
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3. Memberikan rasa bingung bagi warga terutarahdliyin, karena terikat
dua hukum yang saling berbenturan dalam satu kesygsama.

4. Karena talak yang dijatuhkan sebelum sidang itaktianempunyai
kepastian hukum dan legalitas, akan sulit dibuktikadan
dipertanggungjawabkan bahwa telah terjadi talak.

Meskipun begitu, satu kelebihan yang pasti dariukegan tersebut
adalah dapat membuat orang lebih berhati-hati umiellakukan talak, karena
talak merupakan hal yang sangat sensitif, di mamajam berapapun talak itu

diucapkan maka akan jatuh.

Analisis Dasar Hukum yang Digunakan dalam Keputusan Muktamar
NU Tentang Perhitungan Idah Bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di
Pengadilan Agama

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab setbgyum
sehubungan dengan metadénbathhukum yang digunakan oleh NU dalam
muktamar mengenai perhitungan idah bagi wanita yhraak suaminya di
Pengadilan Agama, NU menggunakaqwal mujtahidinyang bersumber dari
kitab-kitab sepertiTuhfatul Muhtaj(karangan lbn Hajar Al-Haitamijlan
Tarsyih al-MustafidiSayyid Ahmad Assaqaf) sebagai landasan hukumnya.

Penetapan terhadap suatu hukum Islam yang berdaspéda kitab-
kitab mazhab memang menjadi suatu identitas tensdvabi NU. Hal ini
tidak terlepas karena adanya suatu prosedur paten tglah menjadi aturan

baku di lingkungan NU. Keputusan bahtsul masaiudibdalam kerangka
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bermazhab kepada salah satu mazhampat yang disepakati dan

mengutamakan bermazhab secagauly. Oleh karena itu, prosedur

penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagijajmzlé‘?

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi dledrat kitab dan di sana
terdapat hanya sagiaul/wajah,maka dipakailalgaul/wajahsebagaimana
diterangkan dalam ibarat tersebut.

2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi dlgdrat kitab dan di sana
terdapat lebih dari satgaul/wajah, maka dilakukartaqgrir jama’i untuk
memilih satugaul/wajah.

3. Dalam kasus tidak ada sagiaul/wajah sama sekali yang memberikan
penyelesaian, maka dilakukan prosedbaqul masail bi nazha'iriha
secargama’i oleh para ahlinya.

4. Dalam kasus tidak ada safjaul/wajahsama sekali dan tidak mungkin
dilakukanilhag, maka bisa dilakukarmstinbath jama’idengan prosedur
bermazhab secamanhajioleh para ahlinya.

Hierarki itulah yang menjadi faktor bagaimana NUWnaasekali tidak
bisa terpisahkan dengan kitab-kitab kuning. Kitahzhmbmenjadi urutan
teratas sebagai referensi dalam penentuan suaturhukenyataannya lagi
bahwa mazhab Syafi'i lebih diunggulkan dari padazimad lainnya.
Kefanatikan NU terhadap salah satu mazir@bsebagai bentuk adaptasi

terhadap masyarakat muslim di Indonesia yang magmya adalah

19 sahal MahfudhQp. Cit.,hal. 446-447.
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bermazhab Syafi'i dan menjadi kebiasaan bagi makgar sehingga mau
tidak mau NU lebih mengunggulkan mazhab ini.

Menurut penulis, dasar yang digunakan oleh NU ytendgpat dalam
kitab Tarsyih al-Mustafidirtidak memberikan penjelasan bahwa idah tersebut
adalah imbas dari dua talak sekaligus yang ditujukapada si wanita

tersebut.

ity G 5f illas G deillns g O, 3501 o jaidh Gle past

c..aj) ‘_g\j'ﬂ\m\.g_.scj.\_’j g,bjj\&;wsa.\wu.@,ﬁof;-féﬁ Unﬁ
11(&%M‘

Artinya : Seandainya terhimpun dua idah oleh seorang suanmat&p
istrinya, seperti menyetubuhi istrinya yang ditalai atau talak
ba'in, maka cukuplah idah yang paling akhir dardkanya itu. Si
wanita kemudian beridah terhitung sejak selesaipgesetubuhan
dan kemudian menjalaninya secara bertahap sisa yengma".

Ketentuan idah dari keterangan Sayyid Ahmad Assagmig
dijadikan dasar Muktamar NU ini sebenarnya diperkkan bagi wanita
yang telah ditalak (baika’in maupunraj’i) namun masih disetubuhi oleh

suami yang mentalaknya. Katgsi dalam kitabtarsyih dimaknaisbg sas
(idah wath’i) dan kataJs¥' dimaknai &l Sehingga, wanita yang telah

ditalak namun masih disetubuhi, perhitungan idahmadalah dimulai
selesainyavath’i (persetubuhan), setelah itu menyempurnakan / betata

dari sisa idah talak. Misal, Seorang laki-laki naéai istrinya, namun baru

" sayyid Ahmad Assagqafarsyih al-MustafidinSurabaya: An-Nasyir, tth, hal. 347.
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menjalani idah dua bulan si wanita itu dikumpulis@dubuhi). Maka, si
wanita tersebut harus menjalani idah tiga bularuthirsetelah persetubuhan.
Setelah menjalani idah tiga bulan, kemudian berldghsatu bulan (sisa idah
dari talak).

Dari pemahaman dasar di atas, ternyata permasalgnam telah
disebutkan tidak memilikisinkronisasi dengan masalah talak dua yang
diucapkan oleh suami kepada istrinya di luar dandaliam Pengadilan
Agama. Namun, NU mengambilat, adanyasuatupersamaan, yakni sama-
sama mempunyai dua idah yang mana harus dijalantarse
berkesinambungan.

Perlu digarisbawahi juga, meski sama-sama harugataandua idah,
namun ada ketidakcocokan antara putusan NU dergsar gang dijadikan
pijakan. Ketidakcocokan itu terletak pada jumlatutgannya. Dalam kitab
Tarsyih al-Mustafidinterdapat penyempurnaan idah, artinya idah pertama
(idah talak) yang belum selesai harus diselesajuga sedangkan dalam
putusan Muktamar NU tidak ada penyempurnaan.

Dari penerapan dasar hukum di atas, penulis membebérapa
analisa sebagai hasil penelitian terhadap dasaunmu#tan metode yang
digunakan oleh Muktamar ini.

1. Meskipun Muktamar NU menggunakan metdtiaq yakni menyamakan
hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitalgaerkasus atau

masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab, namasih jauh untuk
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bisa dikatakarsinkron antara keputusan Muktamar dengan dasar yang
digunakan mengenai masalah idah ini.

2. Metode bahtsul masail yang sangat terikat dengab-kitab kuning,
sering kehilangan relevansinya dengan aturan-atgaag juga mengikat
warga Indonesia.

3. Metode manhajyyang hanya digunakan untuk menetapkan hukum yang
telah ada di dalam kitab, tidak untuk menggali hmldari sumber aslinya
atau menetapkan hukum baru, akan membuat NU tideéeimbang dan
hukum-hukum yang dihasilkan hanya itu-itu saja.dPadl hukum yang
tertuang dalam teks itmauquf(sudah berhenti) sedangkan persoalan

hukum terus berlangsung dan tidak akan berhenti.



